
PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH  B3 PT 

BINTANG KHARISMA JAYA  

 

 

 

Skripsi 

 

 

 

Oleh 

 

 

Muchtar Lathief Al-Fajri 

1652011092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS  HUKUM 

UNIVERSITAS  LAMPUNG 

BANDAR  LAMPUNG 

2021 



ABSTRAK 

  

Oleh 

 

Muchtar Lathief Al-Fajri 

Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukan 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, 

mengangkut, menyedarkan menyimpan, memamfaatkan, membuang, mengolah, 

dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengolahan limbah B3 diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang 

Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun. Perizinan pengelolaan limbah PT 

Bintang Kharisma Jaya sudah memiliki izin mengenai  Tempat Penyimpanan 

Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu 

tempat di bak sampah kecuali oli bekas. Oli bekas setelah diambil dari sepeda 

motor, diwadah sementara di baskom maupun di ember kecil.  Permasalahan 

dalam skripsi ini: (1) Bagaimanakah  perizinan pengolahan limbah PT Bintang 

Kharisma Jaya, Bandar Lampung? (2) Apakah Faktor penghambat perizinan 

pengelolaan limbah B3  PT Bintang Kharisma Jaya?.  

Penelitian ini menggunakan normatif dan yuridis  dengan data primer dan data 

sekunder, masing masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. 

Analisis data di lakukan secara kualitatif . 

Hasil penelitian ini menunjukan (1) Perizinan pengelolaan limbah B3 sudah 

memiliki izin mengenai  Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi 

semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu tempat di bak sampah kecuali oli 

bekas. (2) faktor penghambat perizinan limbah B3 adalah banyaknya jenis izin 

usaha yang harus di urus, jumlah persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak,  

kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang. 

Kata Kunci: Limbah B3, Perizinan, Pengelolaan  

 

 

PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 

PT. BINTANG KHARISMA JAYA



ABSTRACT 

By 

Muchtar Lathief Al-Fajri 

 

Article 58 UUPPLH Year 2009 stipulates that every person who imports into the 

territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, produces, transports, 

distributes, stores, utilizes, disposes of, processes, and or hoards B3 is obliged to 

process B3. Further provisions regarding the processing of B3 waste are regulated 

in PP Number 74 of 2001 concerning the Processing of Hazardous and Toxic 

Materials. Waste management permit PT Bintang Kharisma Jaya already has a 

permit regarding the B3 Temporary Storage (TPS) itself, so all types of waste or 

waste are put into one place in the trash except used oil. Used oil after being taken 

from a motorcycle, is temporarily stored in a basin or in a small bucket. The 

problems in this thesis: (1) How is the permit for waste treatment at PT Bintang 

Kharisma Jaya, Bandar Lampung? (2) What are the inhibiting factors for 

permitting waste management at PT Bintang Kharisma Jaya, Bandar Lampung?. 

 

This study uses normative and juridical data with primary and secondary data, 

each data obtained from library and field research. Data analysis was carried out 

qualitatively. 

 

The results of this study show (1) Waste management permit PT Bintang 

Kharisma Jaya already has a permit regarding the B3 Temporary Storage (TPS) 

itself, so all types of waste or waste are made into one place in the trash except 

used oil. (2) inhibiting factors for B3 waste licensing at PT. Bintang Kharisma 

Jaya are the many types of business licenses that must be managed, the number of 

requirements that must be met is very large, the lack of supervision from the 

government and authorized institutions. 

 

Keywords: hazardous waste, licensing, management 

IMPLEMENTATION OF B3 WASTE MANAGEMENT LICENSE
PT. BINTANG KHARISMA JAYA
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

UUPPLH menyebutkan bahwa  limbah merupakan suatu benda yang mengandung 

zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan dan 

umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk industrialisasi. 

Berdasarkan  nilai  ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang 

mempunyai nilai ekonomis dan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang 

memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan melalui suatu proses lanjut akan 

memberikan suatu nilai tambah. Sementara nilai non ekonomis adalah suatu 

limbah, walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apa pun, tidak akan 

memberikan nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan. 

Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

 

Pasal 1 angka 14 UUPLLH Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, 

zat, energi’ dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang terwujud cairan, beserta air beserta 
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buangan yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Sedangkan 

limbah gas merupakan pencemaran udaya yang masuk atau dimasukannnya 

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau 

berubahnya tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, 

sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lain atau sesuai 

dengan peruntukannya. 

 

Kasus Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang 

dilingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. 

intensitas atau perbandingan antara limbah bahan berbahaya yang ditimbulkan 

dengan unit hasil industri secara mencolok juga meningkat, terutama di daerah 

industrialisasi yang berkembang dengan cepat seperti negara negara ASEAN dan 

China. Pelepasan bahan berbahaya pada tahun 1990-an di Indonesia, Filipina, dan 

Thailand, diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 4,8 dan 10 kali lipat. 

 

Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukan 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, 

mengangkut, menyedarkan menyimpan, memamfaatkan, membuang, mengolah, 

dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengolaham limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan limbah B3 dan limbah B3 kini diatur 

dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan 

Beracun. Pengaturan Pengolahan B3 menurut pasal 2 PP ini bertujuan untuk 

mencegah atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup , 

kesehatan manusia, dan kehidupan manusia lainnya. Lingkup pengaturan menurut 
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Pasal 3 PP ini tidak termasuk pengolahan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil 

produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan olahannya, makanan dan 

minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, pembekalan kesehatan rumah 

tangga dan kosmetika, bahan sedimen farmasi, narkotika, psikotropika, dan 

prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi. Dengan 

demikin, pengaturan pengolahan B3 di Indonesia masih tersebar di dalam berbagai 

peraturan. 

 

Pengaturan mengenai pengolahan limbah B3 diatu dalam pasal 59 UUPPLH 

Tahun 2009. Pengolahan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang 

mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemamfaatan, dan / atau pengolahan , termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa 

ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 

wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap 

orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannya 

diserahkan kepada pihak lain. Pengolahan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi 

terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya 

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Dalam UUPPLH 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

terdiri dari 4 pasal sampai dengan pasal 82 yang meliputi perencanaan, 

pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 
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Hal ini terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan. 

 

Dari ketentuan diatas, segi hukum administrasi (bestuur recht) berkaitan dengan 

peran pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan melakukan 

langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif untuk memenuhi 

persyaratan persyaratan lingkungan lingkungan dan memeberikan sanksi 

administrasi terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah diberikan, 

dan gugatan administrasi. 

 

Makna yang terkandung dari ketentuan diatas memberikan kewajiban kepada 

setiap orang untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam 

pasal 1 angka 32 dari UUPPLH, bahwa”setiap orang adalah orang perseorangan 

atau atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

 

Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalah izin 

lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan 

yang berhubungan dengan pengelolaan limbah terdapat 5 kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentuk perizinan yaitu perizinan 

penyimpanan, perizinan pengumpulan,  perizinan pengangkutan,  perizinan 

pemamfaatan, dan perizinan pengolahan, imbah B3. Namun dalam praktik 

penerapan telah menimbulkan permasalahan. 
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Upaya dalam rangka untuk efektifitasnya dalam pengelolaan limbah dan limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun dapat berlaku secara efektif hendaknya pemerintah 

dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang undangan terlebih dahulu 

mensosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat dan dunia usaha dan 

melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Selain itu, pemberian izin 

yang akan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi 

kewenangannya pada tingkat nasional, pada tingkat Provinsi, pada tingkat 

Kabupaten,/ Kota seyogyanya harus sesuai dengan standar operasi prosedur yang 

telah ditetapkan dalam  peraturan perundang undangan. Namun dalam kenyataan 

prakteknya pengurusan mengenai perizinan ini memerlukan waktu yang panjang 

dan melalui berbagai instansi yang terkait sehingga menimbulkan kurang 

efektifnya dalam pengurusan perizinan lingkungan hidup. 

 

Terkait pihak perusahaan harus menginventarisasi peraturan peraturan yang harus 

dipatuhi serta persyaratan persayaratan yang dilakukan agar kegiatan dari usaha 

yang akan dilaksanakan telah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dalam arti kata kata perusahaan harus memahami serta 

mengetahui peraturan peraturan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan. 

 

Hal ini cukup penting karena dalam memperoleh perizinan lingkungan ada 

persyaratan persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi 

penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang berisikan kajian kajian 

terhadap kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting dan 

bagaimana upaya meminimalisirsasikan dampak penting tersebut menjadi dampak 
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yang bersifat positif yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) 

dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). 

 

 PT Bintang Kharisma Jaya cabang Bandar Lampung ,saat ini  sudah memiliki izin 

Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) penampungan limbah B3. Akan tetapi di 

dalam Penulisan ini akan melihat bagaimana proses administrasi yang dilakukan 

oleh PT Tunas Dwi Mantra dalam mengurusi perizinan mengenai Tempat 

Penyimpanan Sementara Limbah B3  

 

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik menulis judul proposal Skripsi dengan 

judul “Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Limbah Kabupaten Lampung 

Selatan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  perizinan pengolahan limbah di PT Bintang Kharisma Jaya? 

2. Apakah Faktor penghambat perizinan pengelolaan limbah di PT Bintang 

Kharisma Jaya  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pengolahan limbah di PT Bintang 

Kharisma Jaya 

2. Untuk  mengetahui  Faktor  penghambat  pelaksanaan  perizinan pengelolaan 

limbah di PT Bintang Kharisma Jaya 

3. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
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1.3.1 Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

1. Dalam proses  Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada  

PT Bintang Kharisma  Penelitian  ini dapat  digunakan  dalam 

memberikan kontribusi perkembangan hukum khususnya di bidang 

perizinan. 

2. Memperoleh  pengetahuan  yang  lebih  mendalam mengenai 

Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang 

Kharisma Jaya 

3. Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan kontribusi 

perkembangan hukum khususnya di bidang perizinan. 

4. Memperoleh pengetahuan tentang solusi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah ketika terjadi hambatan hambatan. 

 

1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan bagi masyarakat luas, mengenai Pelaksanaan Perizinan 

Atas Pengelolaan Limbah Pada PT PT Bintang Kharisma Jaya . 

Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan kontribusi 

perkembangan hukum khususnya di bidang perizinan. 

2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di 

Fakultas hukum Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perizinan 

 

2.1.1 Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu 

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga
1
 Selain  itu  izin  juga  dapat  diartikan  

sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 

  

Terdapat juga pengertian izindalam arti sempit maupun luas 

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebisama, 

yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu 

yang mesti dilarang. 

2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, 

dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan  

dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 

 

Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturanpemerintah untuk dalam 

                                                           
1

 Philipus M.  Hadjon,  Pengantar  Huk um  Perizinan,  Surabaya:  Yuridika,  1993, hal.2. http://digilib.unila.ac.id. 

Diaks es pada tanggal 11 Oktober 2020 

 

http://digilib.unila.ac.id/
http://digilib.unila.ac.id/
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keadaan  tertentu  menyimpang  dari ketentuan larangan perundang- undangan 

(dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan- 

pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada 

keinginan  pembuat  undang-undang  untuk  mencapai  tujuan  tertentuatau 

menghalangi keadaan buruk
2
. 

 

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkanUndang- 

Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. 

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu 

larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 

memohonnya untuk melakukan tindakan- tindakan tertentu yang sebenarnya 

dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya 

pengawasan. 

  

Dalam hal perizinan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan yang 

dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara 

yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik 

dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

 

Adapun klasifikasi bentuk bentuk dalam usaha perdagangan meliputi antara lain 

perizinan di sektor pemerintahan umum  sektor  agraria/pertanahan,  sektor 

                                                           
2 Adrian Sutedi, 2011, Huk um Perizinan dalam Sek tor Pelayanan Publik , Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, 

hal.168. Diaks es pada tanggal 26 Oktober 2018 
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perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan 

umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya. 

2.1.2. Unsur Perizinan 

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya : 

a. Instrumen yuridis 

Dalam hukum negara modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya 

sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan 

kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih 

dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah 

diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul 

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret 

yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan 

konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian 

norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. 

 

Berdasarkan  jenis-jenis  ketetapan  yang  bersifat  konstitutif yaituketetapan 

yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang 

yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang 

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.Pada umumnya 

sistem perizinan terdiri atas suatu lrangan, persetujuan yang merupakan dasar 

perkecualian dan ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan izin. Pada 

umumnya sistem izin terdiri dari
3
. 

                                                           
3
 Y Sri Pudyadmoko Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan , Jakarta: Gras indo.2009, hlm 17-18 
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1) Larangan 

2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian 

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin  

 

b. Peraturan perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan  

peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum 

pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi 

pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum. 

Maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- 

undangan.Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi 

tidak sah.Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang 

undangan yang berlaku karena, tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan 

izin tersebut menjadi tidak sah. 

 

Pemerintah  memperoleh  wewenang  untuk  mengeluarkan izin itu ditentukan 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman 

kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power 

atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi 
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kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang 

berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu 

izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi- 

kondisi tersebut. 

 

d. Organ  pemerintah  merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan 

baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah 

yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan  dari kegiatan  

yang  membutuhkan  izin  tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai 

sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah 

dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku 

kegiatan yang membutuhkan  izin.  Keputusan-keputusan  pejabat  sering 

membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu  

berminggu-minggu,  sementara  dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. 

Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi,  yang mengandung arti 

peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang 

berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut 

pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, 

maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan 

pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu. 

 

e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu Orang 

tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa  konkret  

ini beragam  sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka  izin  

pun  memiliki  berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat 

dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin. 
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f. Prosedur dan persyaratan perizinan 

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan 

instansi pemberi izin, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan 

kondisional.Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu 

perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. 

Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan 

dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan 

prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh 

pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur 

dan  persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut 

1. Proses dan prosedur perizinan 

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan 

oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh 

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin 

serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 

yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi 

adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. 

Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak 

melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang 

melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib 

dikomunikasikan secara luas. 
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2. Persyaratan 

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin 

yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat 

surat. Menurut Soeno syarat syarat dalam izin bersifat konstitutif dan 

kondusional. 

a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu 

perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. 

b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 

c. Waktu penyelesaian izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang 

bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. 

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria: 

1) Disebutkan dengan jelas. 

2) Waktu yang ditetapkan singkat 

3) Diinformasikan  secara  luas bersama-sama dengan prosedur dan 

persyaratan. 

4) Biaya perizinan 

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses 

pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari 

pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat- 

syarat : 
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a. Disebutkan dengan jelas. 

b. Mengikuti standar nasional. 

c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek 

tertentu, 

d. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost. e. Besarnya biaya 

diinfo rmasikan secara luas. 

 

2.1.3 Fungsi Perizinan 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, penataan dan pengaaturan izin ini sudah semestinya harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan 

dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi 

menertibkan masyarakat. Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin 

yang dianggap sebagai unjung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai: 

a. Pengarah  Keinginan  megarahkan  (mengendalikan) aktivitas- aktivitas 

tertentu misalnya izin bangunan. 

b. Perekayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering 

disebut pembuatan izin 

c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau 

desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan 

sarana. 

d. Pengendali  Kegiatan untuk  menentukan hubungan antara yang direncanakan 

dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga 

kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan. 

e. Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat 
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2.1.4 Tujuan Perizinan 

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara 

umum, tujuan izin adalah: 

a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk  menyeleksi aktivitas-aktivitas 

(izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai 

syarat-syarat tertentu). 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau  

badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan, pengaturan, dan pengawasan 

serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, bareang, prasarana,  sarana  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar 

tidak terjadi penyalahgunaan  atau perusakan terhadap objek-objek tertentu 

yang memiliki izin resmi. 

d. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek 

untuk kegiatan dimaksud. 

 

2.1.5 Unsur Izin 

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan 

suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagaiberikut: 

a. Organ yang berwenang Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ 

kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai 

materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ 

Pemerintahan. 
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b. harus  lengkap  Izin  ditujukan  pada  pihak yang berkepentingan. Biasanya 

izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohona, 

sehingga keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang 

memohon izin. 

c. Diktum (substansi dari izin  harus dimuat dalam diktum) Keputusan yang 

memuat izin,demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas 

mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang 

memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. 

d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan 

umumnya mengandung ketentuan, pembatasan- pembatasan dan syarat-syarat 

merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin. 

e. Pemberian alasan Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus 

sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum. 

f. Pemberitahuan tambahan Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan 

yang akan dikeluarkan dan lain-lain. 

 

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah : 

a. Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan 

yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan 

keamanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menolak izin. 

b. Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindah tangankan. 

c. Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan 

keputusan atas suatu izin 
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d. Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin.Dalam hal izin lingkungan 

hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang 

berkelanjutan. 

e. Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara 

menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak 

negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan 

atau penambahan persyaratan baru. 

f. Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu. 

g. Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak 

melakukan perpanjangan 

 

2.2 Limbah Bahan Bahaya dan Beracun 

 

2.2.1 Pengertian Limbah Bahan Bahaya dan Beracun 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.18 tahun 1999 dijelaskan bahwa limbah 

bahan beracun dan berbahaya (limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, 

konsentrasinya, atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. 

 

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan 

debu, cair atau padat. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah 

tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Di antara berbagai jenis limbah ini 
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ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (limbah B3). 

 

Menurut Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Berbahaya dan 

Beracun yang selanjutnya disingkat B3 dalah zat, energi, dan/atau komponen lain 

yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan  hidup,dan/atau 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia 

dan makhluk hidup lain. 

 

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha danatau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat 

dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,  kelangsungan  hidup manusia serta 

mahluk hidup lain. Limbah B3 dengan karakteristik tertentu yang dibuang 

langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan 

dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

 

Bengkel merupakan salah satu penghasil limbah padat, cair dan gas. Limbah 

akibat kegiatan perbengkelan dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air 

maupun udara di sekitarnya kalau tidak dikelola dengan benar. Adapun hasil 

limbah dari bengkel adalah sebagai berikut: 
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a. Limbah padat 

Bengkel pada umumnya juga menghasilkan limbah padat. Limbah padat dari 

perbengkelan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu limbah logam dan non 

logam. Limbah padat non logam dapat berupa ban bekas/karet, busa, kulit 

sintetis, kain lap bekas yang telah terkontaminasi oleh oli/ pelarut, cat kering 

dan lainnya. 

Limbah logam banyak terdiri dari berbagai potongan logam, mur/skrup, bekas 

ceceran pengelasan dan lain-lain. 

 

b. Limbah cair 

Limbah cair dari usaha perbengkelan dapat berupa oli bekas, bahan ceceran, 

pelarut/ pembersih, dan air. Bahan pelarut/ pembersih pada umumnya mudah 

sekali menguap, sehingga keberadaannya dapat menimbulkan pencemaran 

terhadap udara. Terhirupnya bahan pelarut juga dapat menimbulkan gangguan 

terhadap pernapasan manusia. Bahan bakar merupakan cairan yang mudah 

terbakar oleh nyala api, dan juga merupakan bahan yang mudah sekali terbawa 

oleh aliran air. Bahan  bakar bensin mudah sekali menguap dan terhirup 

manusia. 

 

Air limbah dari perbengkelan banyak terkontaminasi oleh oli (minyak  

pelumas), gemuk dan bahan bakar. Air yang sudah terkontaminasi akan 

mengalir mengikuti saluran yang ada, sehingga air ini mudah sekali untuk 

menyebarkan bahan-bahan kontaminan yang terbawa olehnya. Oli bekas jika 

tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kesan kotor dan sulit dalam 
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pembersihannya, disamping itu oli bekas dapat membuat kondisi  lantai  licin  

yang dapat berakibat mudahnya terjadi kecelakaan kerja. 

 

c. Limbah gas 

Hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor merupakan faktor 

penyebab pencemaran udara.  Komponen utama bahan bakar fosil ini adalah 

hidrogen (H) dan karbon (C). Pembakarannya akan menghasikan senyawa 

hidro carbon (HC), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO  ), serta 

nitrogen oksida (Nox) pada kendaraan berbahan bakar bensin, 

 

Sedangkan  pada  kendaraan  berbahan  bakar  solar,  gas buangnya 

mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak SO- nya. Dari senyawa-

senyawa itu, HC dan CO paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini 

disebabkan karena jenis limbah yang dihasilkan oleh bengkel ini berupa 

limbah cair, padat dan gas. 

 

2.2.2 Klasifikasi dan Karakteristik Limbah Bahan Bahaya dan Beracun 

(B3) 
 

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, 

atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan 

hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

 

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pengelolaan  

lingkungan  hidup,  khususnya  pengelolaan  bahan berbahaya dan beracun. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999. 

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999  tentang  Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun, setiap kegiatan perlu diupayakan untuk melakukan 

pengelolaan terhadap limbah yang dikeluarkannya, terutama dalam hal ini adalah 

limbah B3. 

a. Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Klasifikasi limbah Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 

tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 

berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

1) Limbah dari sumber spesifik. Limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu 

industri kegiatan tertentu. 

2) Limbah dari sumber yang tidak spesifik. Untuk limbah B3 ini berasal 

bukan dari proesutamanya, misalnya dari kegiatan pemeliharaan alat, 

pencucian, inhibitor, korosi, pelarut perak, pengemasan dan lain-lain. 

3) Limbah B3 dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan 

produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Limbah jenis ini tidak memenuhi 

spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, 

sehingga memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. 

 

Selain berdasarkan sumber, limbah B3 dibedakan atas jenis buangan yaitu: 

1) Buangan radioaktif, buangan yang mengemisikan radioaktif berbahaya, 

persisten untuk periode waktu yang lama. 

2) Buangan bahan kimia, umumnya digolongkan lagi menjadi: (a) synthetic 

organics; (b) anorganik logam, garam-garam, asam dan basa; (c) flamable 

dan (d) explosive. 
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3) Buangan biological, dengan  sumber  utama:  rumah sakit, penelitian 

biologi. Sifat terpenting sumber ini menyebabkan sakit pada mahluk hidup 

dan menghasilkan toxin. 

 

b. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Limbah B3 dibedakan berdasarkan karakteristik nya sebagai berikut 

1) Mudah terbakar (Flamable). 

Buangan ini apabila dekat dengan api/sumber api, percikan, gesekan 

mudah menyala dalam waktu yang lama baik selama pengangkutan, 

penyimpanan atau pembuangan. Contoh jenis ini buangan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) atau buangan pelarut (benzena, toluen, aseton). 

2) Mudah meledak (Explosive) 

Buangan yang melalui reaksi kimia menghasilkan ledakan dengan cepat,  

suhu,  tekanan tinggi mampu merusak lingkungan. Penanganan secara 

khusus selama pengumpulan, penyimpanan, maupun pengangkutan. 

Berdasarkan penjelasan PP No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan PP 

No.18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun, limbah dengan sifat ini merupakan limbah yang pada suhu 

tekanan. 

3) Menimbulkan karat (Corrosive) 

Buangan yang pH nya sangat rendah (pH <3) atau sangat tinggi pH > ,5) 

karena dapat bereaksi dengan buangan lain, dapat menyebabkan karat besi 

dengan adanya buangan lain, dapat menyebabkan karat baja/besi. Contoh: 

sisa karat besi/ logam, dan limbah baterai/ aki. 
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4) Menimbulkan penyakit (Infectious Waste) 

Buangan yang dapat menularkan penyakit. Contoh: tubuh manusia, cairan 

tubuh manusia yang terinfeksi, limbah bengkel yang terinfeksi kuman 

penyakit yang dapat menular. 

5) Menimbulkan beracun (Toxic waste) 

Buangan berkemampuan  meracuni,  menjadikan  cacat sampai membunuh 

mahluk hidup dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Sebagai 

contoh logam berat (seperti Hg, Cr), pestisida, pelarut, halogenida. 

 

Adapun pengelompokan limbah B3 yang lain dapat dibedakan berdasarkan 

sifatnya, yaitu: 

1) Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat 

menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat 

merusak lingkungan. 

2) Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, 

percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau 

terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. 

3) Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena 

melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak 

stabil dalam suhu tinggi. 

4) Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi 

manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit 

bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut. 
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5) Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi 

penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh 

manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi 

 

2.2.3 Tinjauan Umum Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan 

Beracun (B3). 
 

Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfatan,  pengolahan  dan  penimbunan.  Setiap kegiatan pengelolaan limbah 

B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan 

setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Untuk 

aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain 

dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat. 

 

Proses penyimpanan sementara limbah B3 dan pengangkutan ke pengolah akhir 

harus mengikuti beberapa persyaratan  penyimpanan dan pengangkutan. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan proses penyimpanan 

dan pengangkutan mengingat besar potensi  bahaya  dari  beberapa  limbah  B3  

(Niken,  dkk.,  2014). Persyaratan penyimpanan dan pengangkutan dapat diikuti 

dengan melihat dari karakteristik dan potensi bahaya dari setiap limbah B3. 

Karakterisasi limbah B3 ini yang nantinya digunakan untuk menentukan 

perlakuan dalam proses penyimpanan sementara dan pengemasan pada saat akan 

dilakukan proses pengangkutan. 

 

Berdasarkan peraturan RI no 101 tahun 2014, pengelolaan limbah B3 adalah 

kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 
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a. Pengurangan. 

Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk 

mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari 

limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegitan. Pengurangan 

limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara:  

1) Subtitusi bahan, pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang 

semula mengandung B3 digantikan dengan yang tidak mengandung 

B3. 

2) Modifikasi proses, pemilihan dan penerapan produksi yang lebih 

efisien, dan 3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan. 

 

b. Penyimpanan. 

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukanoleh 

penghasil  atau   pengumpul   atau  pemanfaat  atau pengolah dan/atau 

penimbunlimbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Penghasil 

limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 paling lambat 90 hari sebelum 

menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau 

penimbun limbah B3. Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 

kilogram per hari, penghasillimbah B3 dapat menyimpan limbah B3 lebih 

dari 90 hari sebelum  diserahkan kepada  pengumpul atau  pemanfaat  atau 

pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan instansi yang 

bertanggung jawab. Kegiatanpenyimpanan sementara limbah B3 wajib 

memiliki izin dari Bupati/Walikota. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun penyimpanan limbah 

B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan 

sebagai berikut: 1) lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak 

rawan bencana dan diluar kawasan  lindung  serta sesuai dengan rencana 

tata ruang; 2) rancangan  bangunan disesuaikan  dengan  jumlah,  

karakteristik limbah B3, dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan; 

3) desain dan konstruksi yang mampu desain dan konstruksi yang mampu 

melindungi limbah B3 dari hujan dan melindungi limbah B3 dari hujan 

dansinar matahari; 4) memiliki penerangan-penerangan dan ventilasi, dan; 

5) memiliki saluran drainase dan bak penampung 

 

c. Pengumpulan 

Pengumpulan  limbah  B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari 

penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, 

Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Pengumpul 

limbahB3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan 

dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat 

pengolahan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3. Kewajiban 

pengumpul limbah B3 hampir sama dengan penghasil limbah B3 dalam 

urusan catatan dan penyimpanan. Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib 

memiliki izin dari: 1) Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala 

nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur, 2) Gubernur untuk 

pengumpulan limbah B3 skala provinsi, atau 3) Bupati/ Walikota untuk 

pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. 



28 

d. Pengangkutan. 

Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 

dari penghasil atau dari pengumpul atau dari pemanfaat atau dari pengolah 

kepengumpul atau ke pemanfaat atau ke pengolah atau ke penimbun 

limbah B3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 

wajib disertai dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh kepala instansi 

yang bertanggungjawab. 

 

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 

tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dokumen 

limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 

oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut 

limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut berisi ketentuan sebagai berikut: 

1) Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang 

menyerahkan limbah B3; 

2) Tanggal penyerahan limbah B3; 

3) Nama dan alamat pengangkut limbah B3; 

4) Tujuan pengangkutan limbah B3; dan 

5) Jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan. 

 

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang 

memenuhi persyaratan dengan  tata cara pengangkutan  yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana 

pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah B3 adalah truk, kereta api, 

atau kapal. Pengangkutan dengan mengemasi limbah B3 ke dalam 
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container dengan drum kapasitas 200 liter. Untuk limbah B3 cair jumlah 

besar digunakan tanker, sedangkan limbah B3 padat digunakan lugger box 

dari baja. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah 

mendapat rekomendasi dari menteri. 

 

e. Pemanfaatan. 

Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, 

dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah  limbah B3 

menjadi yang dapat digunakan sebagai subtitusi bahan baku, bahan 

penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan 

lingkungan hidup. 

 

f. Pengolahan. Pengelolaan limbah B3 harus memenuhi persyaratan: 

1) Lokasi Pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi 

penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. 

a) Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus: (1) daerah  

bebas banjir. (2) jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter. 

b) Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus: (1) daerah  

bebas banjir.  (2)  jarak  dengan  jalan  utama/tol minimum 150 m 

atau 50 m untuk jalan lainnya. (3) jarak dengan daerah beraktivitas 

penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m. (4) jarak dengan 

wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m. Dan (5) 

jarak dengan wilayah terlindungi (spt: cagar alam hutan lindung) 

minimum 300 m. 
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2) Fasilitas. 

Fasilitas  pengolahan  harus menerapkan sistem operasi, meliputi:  

(1) Sistem kemanan fasilitas.  

(2) Sistem pencegahan terhadap kebakaran.  

(3) Sistem pencegahan terhadap kebakaran.  

(4) Sistem  penanggulangan keadaan  darurat.   

(5) Sistem pengujian peralatan. dan  

(6) pelatihan karyawan. 

 

3) Penanganan Limbah B3 Sebelum Diolah. 

Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis 

kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengolahan 

limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah 

dapat ditentukan metode yang tepat guna pengolahan limbah tersebut 

sesuai dengan karakteristik dan kandungan limbah. Penanganan limbah 

sebelum diolah lainnya adalah proses penyimpanan. Penyimpanan 

merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai 

jumlahnya mencukupi untuk diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan 

dengan pertimbangan efisiensi dan ekonomis. Penyimpanan limbah B3 

untuk waktu yang lama tanpa kepastian yang jrlas untuk memindahkan 

ke tempat fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengolahan tidak 

diperbolehkan. Penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat 

dikumpulkan di lokasi pengumpulan limbah. 
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4) Pengolahan 

Penentuan karakteristik limbah B3 biasanya mengacu pada Material 

Safety Data Sheet (MSDS) pada setiap zat kimia yang dominan 

terkandung pada limbah B3. Material Safety Data Sheetatau yang kita 

kenal dengan MSDS adalah suatu form yang berisi keterangan data 

fisik (titik lebur, titik didih, titik flash, dsb), toksisitas,pengaruh 

terhadap kesehatan, pertolongan pertama, reaktifitas, penyimpanan dan 

pembuangan yang aman, peralatan proteksi, serta prosedur penanganan 

bahaya. Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari 

karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk 

pengolahan dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

1. Proses secara kimia, meliputi: redoks, elektrolisa, netralisasi, 

pengendapan, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion dan pirolisa. 

2. Proses secara fisika, meliputi: pembersihan gas, pemisahan cairan 

dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode 

kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dll. 

3. Proses  stabilisas/solidifikasi,  dengan  tujuan  untuk mengurangi 

potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi 

daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke 

tempat penimbunan akhir. 

4. Proses insinerasi, dengan cara melakukan pembakaran materi 

limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi 

pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu 

materi limbah B3 ingin dibakar (insinerasi) dengan berat 100 kg, 
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maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gr. 

Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis 

limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik 

melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah. 

 

g. Penimbunan. 

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada 

fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan 

manusia dan lingkungan hidup. Adapun syarat dan lokasi penimbunan 

limbah B3, yaitu: 

1. Bebas banjir, 

2. Permeabilitas tanah, 

3. Merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan 

bencana, dan di luar kawasan lindung, dan 

4. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan 

untuk air minum. 

 

2.3 Kewenangan Pemerintah 

 

2.3.1 Pengertian Kewenangan 

Pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
4
 Kewenangan (authority,gezaj) 

itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang orang tertentu atau 

kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan 

legislatif maupun dari pemerintah.
5
 

                                                           
4
 diolah dari k bbi,web.id, diaks es pada 15 juli 2020 pukul 21:47 

5
 Sadjijono.Memahami Beberapa Bab Pok ok Huk um Administrasi N egara, 2008. Laks 

Bang Pres indo.Jogyakarta 
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Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata (riil), mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat 

 

2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan 

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/ peralihan 

wewewnang.Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 

memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang 

Undang.Dalam hukum administrasi dikenal 3 sumber kewenangan yaitu, 

atribusi, distribusi, dan mandat. 

 

Sumber Atribusi 

Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat 

negara tertentu baik oleh pembentuk Undang Undang Dasar Maupun Pembentuk 

Undang Undang. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintah 

secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang undangan, 

yaitu dari redaksi pasal pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
6
 

1. Sumber Delegasi 

Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau 

lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab 

beralih pada penerima delegasi. 

                                                           
6
 Philiphus M.Hadjon,et al. Pengantar Huk um Administrasi Indonesia, 2014 Gadjah Mada 

Univers ity Pres s , Yogyakarta 
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Dalam hal ini delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari satu organ 

pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya dengan peraturan perundang 

undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke 

delegataris.Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali 

setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”.Artinya 

setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang undangan, 

dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan 

dengan peraturan yang setaraf atau yang 

lebih tinggi. 

 

2. Mandat 

Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih 

dipegang oleh si pemberi mandat. 

 

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan 

yang bersifat rutin.Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada 

pemberi mandat.Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan itu. 

 

2.3.3 Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Izin Limbah B3 

ketentuan  izin pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), 

dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) . Pasal 59 ayat (4) 

kontradiktif dengan Pasal 59 ayat (1) UU PLH terjadi kondisi dimana instansi 

berwenang tidak memberikan izin kepada orang untuk mengelola limbah B3. 

Pemerintah dalam hal ini berpendapat, setiap usaha terkait dengan limbah B3 

diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin Pelindungan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. Karena sifat limbah B3 

yang berbahaya dan beresiko bagi  manusia dan lingkungan hidup, maka 

pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian 

melalui penerapan instrumen perizinan, mulai dari penyimpanan, pengumpulan 

dan pengakutannya hingga pemanfaatan serta pengelolaan bahkan penimbunannya 

harus diatur dengan baik. 

 

Selain itu, tidak mungkin suatu usaha atau pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan 

sebelum mendapatkan izin lingkungan dan atau izin PPLH. Karena kedua izin 

tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan 

sebagaimana diamantkan dalam pasal 40 ayat 1 UU PLH dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan. “Oleh karena itu, cukuplah 

beralasan apabila dalam ketentuan a quo harus mengatur bagi pengelolaan limbah 

B3 dalam usaha atau kegiatannya, yang mengharuskan suatu perusahaan 

memperolah izin dari menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya. 

Dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam melaksanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Maka dengan demikian 

Pemerintah berpendapat bahwa materi pengaturan limbah B3 sudah sangat jelas, 

tegas dan tidak multi penafsiran, tuntas dan adil bagi semua orang,” ujar 

Sudariyono. 

 

Dalam Pasal 95 ayat 1 UU PLH tersebut menciptakan ketidakpastian karena 

membuka kemungkinan penegakan hukum tepadu hanya menjadi slogan karena 

memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk jalan sendiri sendiri. 
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Pemerintah menilai, kata “dapat” telah sesuai dengan fungsinya, yaitu pernyataan 

sebagai sifat diskrisioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang 

atau lembaga. Sehingga berdasarkan norma dalam pasal tersebut mempunyai 

makna bahwa menteri lingkungan hidup memiliki diskresi untuk menentukan 

penanganan tindak pidana lingkungan hidup, melalui instansi-instansi penegak 

hukum lainnya. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 
 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk 

mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
7
 Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

2. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku 

yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan 

perundang-undangan,dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat 

kaitannya dengan Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada  PT 

Bintang Kharisma Jaya 

3. Pendekatan Yuridis Empiris 

4. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

melihat pada kenyataan langsung dan sesuangguhnya, terhadap pihak yang 

berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang 

                                                           
7
 Soerjono Soeka nto,penelitian hukum, Ja ka rta :Ra j a wa l i Pers , 2012, hl m,1. 
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berhubungan dengan permasalahan yaitu Pelaksanaan Perizinan Atas 

Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Jaya. 

 

3.2 Data Primer 
 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian 

dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus PT Bintang 

Kharisma Jaya yang terkait dengan permasalahan yaitu pengelolaan limbah B3 cdi 

Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung. 

 

3.3 Data Sekunder 
 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature literature, dan 

perundang undangan. Data sekunder ini dapat menghasilkan bahan hukum 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka terdiri 

atas: 

 

3.3.1 Bahan Hukum Primer 

Yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang undangan dan peratura peraturan lainnya : 

Bahan hukum primer, meliputi 

1. Undang-Undang Dasar 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 
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4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang 

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun. 

 

3.3.2 Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti literature, makalah makalah dan lain lain yang 

berhubungan engan masalah yang diteliti 

 

3.3.3 Bahan Hukum Tersier 

Seperti kamus kamus yang memberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

dab bahan hukum tersier 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dari studi 

lapangan 

1. Studi Pustaka 

Study kepustakaan dilakukan dengan cara, mempelajari, menelaah, mencatat, 

serta mengutif berbagai literatur, dokumen-dokumen, Peraturan  

Pemerintah,dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang berkaitan dengan 

bahasan dan ruang lingkup penelitian ini. 

2. Studi Lapangan 

Study lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber . Metode 

yang dipakai adalah pengamatan langsung dilangan serta mengajukan 

pertanyaan ya g disusun secara teratur dan mengarah pada jawabannya 

tentang Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang 

Kharisma Jaya 
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3.5 Pengolahan Data 
 

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan menelaah peraturan, buku, artikel, yang 

berkaitan dengan judul dengan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau 

dikelompokan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

c. Penyusunan data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan 

dalam penelitian sehingga  memudahkan penelitian sehingga memudahkan 

peneliti dalam menginterpretasikan data. 

 

3.6 Analisis Data 
 

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang  dihasilkan dari 

penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga 

memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembhasan pada bab-bab selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Perizinan pengelolaan limbah PT Bintang Kharisma Jaya sudah memiliki izin 

adalah mengenai  Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi 

semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu tempat di bak sampah kecuali 

oli bekas. Oli bekas setelah diambil dari sepeda motor, diwadah sementara di 

baskom maupun di ember kecil. PT. Bintang Kharisma Jaya memiliki tempat 

penyimpanan sendiri tidak berada satu tempat dengan tempat yang lain atau 

memiliki tempat penyimpanan khusus karena memiliki luas bangunan lebar 

atau sisa jadi untuk menyimpan limbah B3 sendiri. Selain itu, untuk 

mendukung tidak terjadinya tertumpahnya drum/tong maupun terjadinya 

perembesan ke tanah 

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019, tidak terkecuali dengan PT. Bintang Kharisma Jaya 

Bandar Lampung  pengawasan pengelolaan limbah B3 mendapatkan 

perhatian khusus.  

2. Faktor penghambat perizinan limbah B3 di PT. Bintang Kharisma Jaya 

adalah:banyaknya jenis izin usaha yang harus di urus dan dimiliki pelaku 
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usaha bengkel sepeda motor membuat pelaku usaha berat untuk mengurusnya 

jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu 

sangat banyak. proses pengurusan perizinan berbelit – belit. kurangnya 

pengawasan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang serta sanksi yang 

kurang tegas terhadap usaha bengkel sepeda motor yang tidak memiliki izin 

juga menjadi penghambat pengelolaan limbah B3 di Kota Bandar Lampung . 

 

5.2  Saran  

1. Diharapakan dalam proses pengurusan izin lebih di permudah dan tidak 

memerlukan waktu yang panjang untuk penerbitannya.  

2. Diharapkan BPMPTSP menambah banyak pegawainya agar pelayanan 

perizinan dapat lebih mudah berjalan lebih efektif.  

3. Diharapkan adanya sidak ketempat usaha dan selalu memperingati bagi  

pengusaha agak mengurus izin usaha.  

4. Diharapakan kepada BPMPTSP dapat lebih mendekatkan diri kepada pelaku 

usaha mengenai pentingnya perizinan terhadap usaha mereka. 

5. Diharapkan kesadaran dari pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha dalam 

segala kegiatan usahanya agar tidak memberikan dampak buruk atau 

merugikan pihak lain.  
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